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A Gambaran Umum 

Komisi lnformasi Kabupatcn Circbon (K1KC) merupakan salah satu elemen penting 

sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, KIKC sebagaimana amanar L-U KIP Peraturan Komisi lnfonnasi (Perki) I 
Tahun 2010 merupakan pejabat yang benanggung jawab di bidang pengelolaan informasi dan 

dokumcntasi, 

Sebagai badan publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membentuk KlKC beserta 

PPID Pernbantu yang berad.a di tiap SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon 

sampai ke tingkat kecamatan dan desa, dengan Surat Kepurusan Bupati Cirebon Nomor.: 

487!.K.ep.640-Diskominfo/2013 tertanggal 7 Bulan Oktober 2013. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Komisi lnformasi Kabupaten Cirebon bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komisi 

Informasi Pusat, 

Dalam pelaksanaan kegiaiannya, KIKC selain memberikan pelayanan permohonan 

informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kririk/usulan dari masyarakat, 

sehingga semakin menambah fungsi/peran KIKC, dengan harapan menjadikan pelayanan 

informasi clan aduan masyarakat semakin sederhana. cepat clan murah. 

Pelaksanaan pelayanan infonnasi oleh KIKC selama tahun 2017 berlangsung cukup 

lancar. Setiap pemohon informasi. bai.k yang langsung datang ke Desk Layanan 

Komisi Informasi Kabupaten Cirebon, menelepon, SMS, atanpun berkirim surat (manual 

dan/atau elektronik) langsung dilayani sesuai Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 

Nomor 14 T ahun 2011 tcntang Keterbuk.aan Informasi Publik (KIP). pemerintah daerah dapat 

membentuk Komisi Informasi Kahupaten Cirebon yang mcrupakan !embaga mandiri dan 

berfungsi sebagai pelaksaoa dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dibidang keterbukaan informasi publik. 

Diharapkan keberadaan KIKC dapat dikenal oleh publik. Salah satu buktinya, animo 

masyarakat untuk berintcraksi dcngan Komisi Infoanasi Kabupaten Cirebon lcian meningkat, 

baik untuk meminta informasi maupun menyampaikan aduan, sosialisasi terus dilakukan, 

utamanya langsung kepada Komisi lnformasi Kabupaten Cirebon. Sekarang masyarakat secara 

bertahap memahami prosedur sengketa infonnasi publik dengan rnemima informasi maupun 

menyampaikan aduan ke kantor KIKC mulai responsif 

Regitu juga KIKC mengambil pcran aktif dalam kegiatan Forum PPID se-Kabupaten 

Cirebon, yang beranggotakan PPID Pemkab se-Kabupaten Cirebon. Forum ini semestinyasdapat 

dilaksanakan secara rutin bertemu setiap 2(dua) bulan sekali guna membahas isu terkini terkait 

ke-PPID-an. 

Komisi lnformasi Kabupaten Cirebon 



d. Kornputer 1 unit; 

e. Printer l unit; 

f. Kipas angin 2 unit; 

g. Meja sidang 7 unit: 

h. Kursi 8 unit 

Untuk tahun 2017 Kantor Sekrctariat Komisi Informasi Kabupaten Cirebon berpindah 

tempar yakni di media center Dinas Komunikasi dan lnfonnatika Kabupaten Cirebon. Kondisi 

bangunan mcmang lebih baik dari tempat sebelumnya, namun untuk sebuah kantor belum dapat 

dikatakan baik karena tidak ada peoataan ruangan yang menunjang untuk kegiatan 

Komisi Informasi Kabupatcn Cirebon. 

A<lapun rincian kondisi I yang sudah dimilild/ dilakukan oleh Komisi Tnformasi 

Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: 

a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik: 

b. Peraruran Daerab Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan 

lnfonnasi Publik (KIP); 

c. Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor.: 487/Kep.640-Diskominfo/2013 Tertanggal 7 

Bulan Oktober 2013 Tentang Pembentukan Komisi lnformasi Kabupateo Cirebon Masa 

Jabatan 2013-2017: 

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Infonnasi 

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan lnformasi yang Dimiliki dan Kondisinya. 

Pelaksanaan tugas Komisi Tnformasi Kabupaten Cirebon, dapat berjalan dengan baik 

jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, meski demikian belum memadai atau 

tidak ada fasilitasnya, tetapi pe!ayanan informasi dapat berlangsung sebagaimana mestinya, 

mengingat akses informasi adalah hak setiap orang yang dijam.in oleh UU. 

Secant umum kondisi sarana dan prasarana yang <limiliki KJKC sejak tcrbentuk pada 

Bulan Oktober Tahun 2013, masih minim sejalan dengan kondisi kantor sebelumnya hanya 

menyewa di Perurnahan Taman Sumber Indah Blok C No.9 Kecamatan Talun Kabupaten 

Cirebon yang juga bclum representative. 

Kantor KTKC pada tahun 2015 sampai 2016 sangat memperhatinkan yang sementera 

diberikan pinjam tempat bekas Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat 

(Kesbang.Linmas) Kabupaten Cirebon dengan kctcrsediaan ruangan yang sangat terbatas dan 

nyaris ambruk babkan salah satu ruangan yang ditempati sudah ambruk saat hujan deras. Namun 

genting dan air hujan tidak sampai merusak peralatan komputer dan dulcumen-dokumeo penting 

Jainnya. 



:;.. Reneana kerja Komisi Infonnasi Kabupaten Cirebon ; 

1. Melakukan I mengadakan banner sosialisasi nomor SMS Aduan ke semua SKPD/PPID 

Pembantu, dengan harapan masyarakat lebih memabami dan mengeni; 

2. Roadshow ke sernua PPID Pembantu guna lebih menkondisi.kan dalam pelaksanaan 

keterbukaan informasi; 

3. Perlu pengadaan Web site dan email resmi ke semua SKPD I PPID Pembantu sejumlab 

SKPD minimal sampai dengan kecamatan; 

4. Melakukan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat melalui ; 

a Media lini atas ; media massa; web site resmi, siaran radio 

b. Media Iini bawah ; spanduk: tas sofenir, outdoor banner di semua SKPD clan 

40 tttik strategis. 

5. Pengadaan SMS Center dengan nornor 081 313 941 446; 

6. Pengadaan Web site dan email resmi kc semua SK.PD I PPlD Pembantu sejumlah SK.PD 

minimal sampai dengan kecamatan; 

7. Melakukan Pelayanan dengan berbagai media; 

a. Komunikasi Tatap Muka 

b. Email: Komisiinformasi@cirebonkab.go.id 

c. TeleponlIIP: 081313941 446 

d. SMS Center : 081 3 L3 941 446 

8. Melakukan uji kon.sekuensi guna menentukan I mcnctapkan informasi yang dikccual ikan; 

9. Sosialisasi Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Kll' kepada PPID Pembancu 

se Kab. Cirebon; 

10. Seharusnya Rapat Koordinasi dgn PPID Pernbantu J (tiga) bulan sekali; 

11. Mclakukan pelatihan/ bintek sub domain bagi semua PPID Pembantu; 

12. Membuat SOP KIKC ; 

a. SOP Pelayanan Informasi 

b. SOP Pclayanan Sengketa Informasi 

c. SOP Aduan 

d. SOP SMS Center 

13. Pembentukan TIM unit Pelaksana KlKC: 

a. Unit Pelayanan 

b. Unit Pelayanan aduan dan scngketa infonnasi 

c. Unit Pengolahan data dan dokumentasi 

d. Unit Pengelolaan Teknologi Informasi 



Berikut rincian permohonan yang dirangkum pada tabel di bawah ini: 

Sepanjang tahun 2017 Komisi Jnformasi Kabupaten Cirebon mulai dari bulan Januari 

sampai dengan bulan September telah menerima 34 pennohonan informasi maupun aduan, baik 

dari perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat yang diakibatkan dari sengketa informasi 

publ.ik. Adapun rnodusnya para pemohon yakni ada yang datang secara langsung maupun melalui 

media surat. Semua dilayani sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dari permohonan maupun 

aduan yang masuk, semuanya diterima sesuai dengan ketentuan yang bcrlaku. 

C. Rlncian Pelayanan Informasi 

3. Anggaran Pelayanan Tnfonnasi dan Laporan Penggunaannya 

Secara khusus belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan informasi, 

termasuk belum ada anggaran untuk peningkatan kapasitas KIKC. Padahal peniogkatan kapasitas 

sangar diperlukan untuk menambah kemampuan. 

2. SDM yang Menangani dan Kualifikasinya 

Idealnya, dalam melaksanakan tugasnya Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dibantu 

oleh arsiparis, pustakawan. pranata humas dan pranata komputer, namun sampai saat ini kondisi 

tersebut belum terwujud, ha] tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah personel yang ada., 

kendati dcmikian tugas-tugas dapat berjalan dengan cukup lancar karena adanya kemauan untuk 

bekerja keras di tengah keterbatasan. 

;;;, Permasalahan I Kendala ; 

1. Belum didukung tenaga arsiparis, pustakawan serta pranata humas. 

2. Terkait anggaran, infrastruktur, organisasi pelaksana (bukan Tupoksi hanya tambahan 
kerja). 

3. Belum responsifnya semua PPTD Pembantu. 

4. Paradigma kecurigaan terhadap aktivitas permimaan informasi, 

5. Pclaku Pelayanan Informasi masih menganggap infunnasi bukan bagian dari bentuk 

layanan publik. 

6. Secara strukrur Komisi Infonnasi tidak memiliki garis hirarki terhadap Badan-badan 
Publik. 

7. Sosialisasi UU-KJP belum terasa benar, jangankan untuk masyarakar, di kalangan 

instansi pemerintah pun masih kurang sosialisasi. 
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Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekornendasi dan rencana 

tindak lanjut yang diperlukan adalah: 

l. Dukungan anggaran yang Jebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas 

Komisi Informasi Kabupaten Circbon. Misalnya untuk mcngikuti bimbingan tcknis, 

workshop dan semacamnya yang biasanya rutin diselenggarakan oleh KT Pusat, 

2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative lengk.ap 

dengan mebelair, lemari arsip. komputer plus printer. dan papan pengumuman. 
3. Penambahan SDM pranata humas, ersiparis dan pustakawan untuk mcmbantu KlKC. 

4. Mengingat kegiatan K.IKC maupun pelayanan informasi adalab kcgiatan yang penting dan 

komplek rnaka perlu dibuat tupoksi sendiri sehingga bukan hanya kegiatan sampiran. 

5. Masih perlu sosialisasi lebih intensive baik ke badan publik maupun masyarakat ientang 

keberadaan UU KIP dan Komisi Informasi beserta semua peraturan pendukungnya perlu 

ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Kabupaten 

Cirebon ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi. 

6. Kom.isi informasi Kabapaten Cirebon perlu mengalokasikan program bantuan fasilitas, 

sarana dan prasarana ke KI Tingkat Kabupaten Cirebon. 

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 

NO PEi'l"GAJUA.!'l" KEBERATAN KASUS POSISI K.EPUTUSAN TANGGAPAN 
I 

1 
I 

I 
I 

Tabel 2. Sengketa Informasi Publik 

D. Pecyelesaian Sengketa Informasi Publik 
Dari buJan Januari sampai bulan September tabun 20 l 7 Komisi Informasi 

Kabupaten Cirebon tidak menerima kebcratan tcrkait pelayanan informasi. 
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